BUPATI KEPULAUAN YAPEN
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN YAPEN
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN ATAS KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS YANG
DIBIAYAI DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN

Menimbang

Mengingat

a.

1.

KEPULAUAN YAPEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN YAPEN,

bahwa untuk tertib administrasi pertanggungjawaban
pelaksanaan perjalanan dinas oleh Pejabat Negara, Pegawai
Negeri Sipil dan Pegawai tidak tetap dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen yang dibiayai dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memenuhi
kaidah-kaidah pertanggungjawaban atas komponen biaya
yang dikeluarkan maka dipandang perlu diatur bentuk
pertanggungjawaban atas komponen biaya perjalanan
dinas ;

bahwa bentuk pertanggungjawaban atas komponen biaya
perjalanan dinas telah diatur didalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b diatas serta untuk pelaksanaan di
Kabupaten Kepulauan Yapen perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pertanggungjawaban atas Komponen Biaya
Perjalanan Dinas Yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-
kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2907) ;
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Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4884) ;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6523) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Yapen Waropen menjadi
Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4857);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor S5 Tahun 1997
tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti
Rugi Keuangan dan Barang Materiil,



Menetapkan

10.

11.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781) ;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS
KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS YANG DIBIAYAI DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN YAPEN

Pasal 1

Pertanggungjawaban atas komponen biaya perjalanan dinas yang
dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Kepulauan Yapen adalah sebagai berikut :

a. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

b.

B o

Komponen sewa kendaraan tersebut huruf a hanya diberikan untuk
Gubernur/Wakil gubernur, Bupati/Wakil Bupati, wali kota/wakil
wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan
kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat
pimpinan tinggi madya.

Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas
hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan
diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif
hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana
perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
Biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (rapid test/PCR test/swab
test) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi COVID-
19).

Pasal 3

Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.



Pasal 4

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati
Kepulauan Yapen Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban
atas komponen biaya perjalanan dinas yang dibiayai dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen di cabut
dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kepulauan Yapen.

Ditetapkandi S ERUI
pada tanggal 1 Maret 2021

BUPATI KEPULAUAN YAPEN
CAP/TTD
TONNY TESAR

Diundangkandi SERUI
pada tanggal 1 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
CAP/TTD
ALEXANDER NUSSY

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TAHUN 2021
NOMOR 6

Salinan Peraturan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Papua di Jayapura ;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen di Serui ;
3. Pimpinan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten

Kepulauan Yapen di Serui ;

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SONNY NH, SH
PENATA TK. I
NIP. 19781211 200605 1 001



